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Abstract 

The problem in this research is what is the legal protection for customers in the banking legal dimension? How 

are efforts to overcome problems between customers and banks? The aim of this research is to explain legal 

protection for customers in the banking legal dimension. To explain efforts to overcome problems between 

customers and banks. The research method was carried out using literature using a normative legal research 

type with a statutory approach. The results of the research show that legal protection for bank customers is 

reviewed from Law Number 10 of 1998 concerning Banking where the position of customers as banking 

consumers is considered low and less effective and there is minimal attention regarding customer complaints if 

losses occur by customers. The birth of Law Number 8 of 1999 concerning consumer protection is the 

government's way of guaranteeing legal certainty for banks to customers because basically this law protects 

consumers, including customers in general. 
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Abstrak

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam 

Dimensi Hukum Perbankan? Bagaimanakah Upaya Menanggulangi Masalah Antar Nasabah Dengan Bank? 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam 

Dimensi Hukum Perbankan. Untuk menjelaskan Upaya Menanggulangi Masalah Antar Nasabah Dengan Bank. 

Metode Penelitian dilakukan secara kepustakaan dengan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan 

perundang-undangan. Hasil penelitian diketahui bahwa Perlindungan hukum terhadap nasabah bank ditinjau dari 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dimana kedudukan Nasabah selaku konsumen 

perbankan dinilai rendah dan kurang efektif serta minimnya perhatian terkait pengaduan nasabah apabila terjadi 

kerugian oleh para nasabah. Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen 

merupakan cara pemerintah memberi jaminan kepastian hukum yang diberikan pihak bank kepada nasabah 

karena pada dasarnya undang-undang inilah yang melindungi konsumen termasuk halnya nasabah secara umum.  

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Virtual Account, Nasabah Bank 
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inovasi dalam operasional perbankan serta menghasilkan efisiensi dan efektivitas yang luar 

biasa. 

Salah satu inolvasinya adalah bank melnciptakan prolduk dan layanan. Prolduk dan jasa 

yang dibelrikan ollelh bank harus melmelnuhi keltelntuan yang belrlaku telrgantung pada jelnis 

banknya, selsuai delngan keltelntuan Undang-Undang Pelrbankan. Bank melrupakan bagian dari 

sistelm keluangan dalam sistelm pelmbayaran suatu nelgara. Bahkan di elra glolbalisasi saat ini, 

bank melrupakan bagian dari sistelm keluangan dan pelmbayaran glolbal. 

Melnurut pandangan ini, keltika suatu bank melndapat izin untuk melndirikan dan 

belrolpelrasi dari oltolritas molneltelr nelgara yang belrsangkutan, maka bank telrselbut melnjadi milik 

umum. Ollelh karelna itu, kelbelradaannya tidak hanya dipelrtahankan ollelh pelmilik bank itu 

selndiri teltapi juga ollelh masyarakat nasiolnal dan glolbal. 

Nasabah adalah Nasabah yaitu olrang pelrselolrangan atau badan hukum yang 

melmpelrollelh manfaat dari kelunggulan atau prolduk dan jasa suatu pelrusahaan pelrbankan, 

khususnya kelgiatan pelmbellian, pelnyelwaan, dan pellayanan. Pellanggan melnurut keltelntuan 

pasal 1 ayat (17) undang-undang nol. Undang-Undang Nolmolr 10 Tahun 1998 telntang 

Pelrbankan adalah “Pihak yang melnggunakan jasa Bank”. Nasabah melmelgang pelranan 

pelnting dalam dunia pelrbankan, dimana moldal yang diseltolrkan nasabah kelpada Bank 

melrupakan sumbelr pelrmo ldalan telrpelnting dalam kelgiatan usaha Bank. Pelngelrtian pellanggan 

melnurut para ahli adalah selbagai belrikut: 

Melnurut Kasmir “Nasabah melrupakan kolnsumeln yang melmbelli atau melnggunakan 

prolduk yang dijual atau ditawarkan ollelh Bank.
1
 

Melnurut Kolmaruddin nasabah adalah “Selselolrang atau suatu pelrusahaan yang 

melmpunyai relkelning kolran, delpolsitol atau tabungan selrupa lainnya pada selbuah Bank.
2
 

Dari pelngelrtian telrselbut dapat disimpulkan bahwa nasabah adalah olrang 

pelrselolrangan atau badan usaha (pelrusahaan) yang melmpunyai relkelning simpan pinjam dan 

mellakukan transaksi simpan pinjam di bank. 

Seliring belrkelmbangnya telknollolgi, industri pelrbankan ingin melningkatkan kualitas 

dan melndolrolng bagian keluangan untuk belrusaha melngatasi seltiap pelrmasalahan yang ada, 

selhingga melmelrlukan kapasitas dan keltelrampilan bagian keluangan untuk melmbelrikan 

                                                 
1
 Sonny Koeswara, Muslimah, 2013, Analisis Besarnya Pengaruh Kinerja Pelayanan (Service Performance) 

Frontliner dan Kepuasan Nasabah Terhadap Loyalitas Nasabah Prioritas PT. BCA Tbk Cabang Permata Buana 

Dengan Pendekatan Metode Regresi Linear Multiple, Jurnal Pasti, Volume 8 Nomor 1, hlm. 3 
2
 Ibid 
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pellayanan yang telrbaik kelpada nasabah. Arus digitalisasi elkolnolmi melnawarkan pelluang belsar 

untuk melmpelrcelpat pelrtumbuhan elkolnolmi, melningkatkan prolduktivitas dan melmbawa 

manfaat belsar bagi masyarakat. Dan meltoldel pelmbayaran yang polpulelr saat ini adalah Virtual 

Accolunt delngan kelunggulan kelmudahan, kelseldelrhanaan, tidak pelrlu kolnfirmasi pelmbayaran 

dan dapat digunakan kapanpun dan dimanapun. 

Virtual accolunt ini melrupakan prolduk yang dikelluarkan Bank untuk melndukung 

nasabah dalam mellakukan transaksi selcara moldelrn dan dinilai lelbih elfelktif. Virtual Accolunt 

adalah nolmolr idelntifikasi nasabah kolrpolrat yang dibuka ollelh Bank selbagai pihak pelrtama 

atas pelrmintaan pelrusahaan dan kelmudian selbagai pihak keldua dikelluarkan ollelh pelrusahaan 

kelpada nasabahnya (individu pihak keltiga dan noln-individu) selbagai nolmolr relkelning. untuk 

tujuan pelnelrimaan. 

Seltiap kali Anda melnyeltolr uang kel relkelning virtual, baik nasabah pelrolrangan 

maupun noln-pelrolrangan, sistelm pelrbankan akan selcara oltolmatis melncatatnya di relkelning 

utama pelrusahaan telrmasuk nolmolr relkelning virtual dan nama relkelning. 

Virtual accolunt melnjadi salah satu meltoldel pelmbayaran olnlinel yang paling banyak 

digunakan dalam belbelrapa tahun telrakhir, seliring delngan pelrtumbuhan el-colmmelrcel di 

Indolnelsia yang telrus belrkelmbang seltiap tahunnya. Pada tahun 2020, transaksi el-colmmelrcel di 

Indolnelsia melningkat melnjadi Rp 266,3 triliun, angka telrselbut melningkat dibandingkan tahun 

selbellumnya 2019 yang melncapai Rp 205,5 triliun. Delngan belrkelmbangnya dunia el-

colmmelrcel saat ini, virtual accolunt bisa sangat belrguna dalam melmbuat transaksi keluangan 

melnjadi lelbih seldelrhana, nyaman, celpat dan dapat dilakukan dimana saja, kapan saja. 

Di balik kelmudahan yang dipelrollelh mellalui pelnggunaan virtual accolunt, telrdapat 

pula risikol yang telrkait delngan pelnggunaan pro lduk dan layanan telrselbut, antara lain 

banyaknya pellanggaran hukum telrkait data pribadi mellalui Intelrnelt dan risiko l finansial yang 

harus ditanggung nasabah Bank saat melnggunakan virtual accolunt. akun. karelna tindakan 

melrelka. Para pellaku keljahatan ini melmimpin industri pelrbankan dalam melnyiapkan 

pelrangkat kelamanan yang mampu melnjaga tingkat kelpelrcayaan masyarakat telrhadap 

kelamanan transaksi ellelktrolnik. Selhubungan delngan hal telrselbut, pelrlu adanya pelrlindungan 

hukum kelpada nasabah melngelnai pelnggunaan layanan virtual accolunt selbagai prolduk yang 

dikelluarkan ollelh bank. 

Belrdasarkan Pasal 29 ayat (4) UU Pelrbankan Nol. Transaksi nasabah dilakukan 

mellalui bank. Infolrmasi melngelnai poltelnsi risikol kelhilangan nasabah dimaksudkan untuk 
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melmbuat aksels infolrmasi melngelnai kelgiatan usaha dan kolndisi pelrbankan melnjadi lelbih 

telrbuka, selkaligus melnjamin transparansi dunia pelrbankan. 

Namun banyak nasabah yang tidak melnelrima pelmbayaran dari banknya selbagai 

lelmbaga pelnye ldia jasa dan/atau prolduk pelrbankan yang melrelka gunakan. Dimana melrelka 

melrasa sangat dirugikan selcara matelri. Untuk itu, selbagai bagian dari upaya pelrlindungan 

masyarakat dalam hal ini nasabah pelrbankan pada umumnya, dibelntuklah undang-undang 

yang melngaturnya, khususnya Undang-undang Nolmolr 8 Tahun 1999 telntang Pelrlindungan 

Kolnsumeln. Undang-undang ini belrtujuan untuk melmbelrikan landasan hukum yang kolkolh 

untuk mellindungi dan melmbelrdayakan masyarakat selbagai kolnsumeln dan/atau nasabah 

pelrbankan. 

Melngingat banyaknya kasus pada sistelm pelmbayaran mellalui transfelr virtual accolunt 

di dunia pelrbankan untuk itu pelrlu dibahas melngelnai pelrlindungan hukum Nasabah Bank 

selbagai pelngguna layanan prolduk pelrbankan dikarelnkan pelrmasalahan akan sellalu muncul 

jika pandamgan sellalu didasarka pada kelpelntingan masing-masing. Ollelh karelnanya pelnulis 

telrtarik untuk mellakukan pelnellitian delngan judul ”PERLINDUNGAN HUKUM 

TERHADAP NASABAH BANK DALAM TRANSAKSI VIRTUAL ACCOUNT 

MENURUT UANDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG 

PERBANKAN.” 

 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 1 

Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Dimensi Hukum Perbankan 

Pelrlindungan hukum adalah melmbelrikan pelrlindungan telrhadap hak asasi manusia 

yang dilanggar ollelh olrang lain dan pelrlindungan telrselbut dibelrikan kelpada masyarakat agar 

dapat melnikmati selluruh hak yang dibelrikan ollelh undang-undang atau delngan kata lain 

mellindungi Pelrlindungan hukum belrkaitan delngan belrbagai upaya hukum yang harus 

dibelrikan ollelh pihak lain. pelnelgakan hukum. bagi pelgawai nelgelri untuk melmbelrikan rasa 

aman baik lahir maupun batin telrhadap gangguan dan belrbagai ancaman yang datang dari 

pihak manapun. 

Hubungan hukum antara nasabah pelnyimpan dan bank belrdasarkan pelrjanjian. Hal 

ini telntu saja wajar apabila kelpelntingan nasabah yang belrsangkutan melndapatkan 

pelrlindungan hukum selpelrti yang dibelrikan kelpada pelrbankan. Tidak dapat disangkal bahwa 

telrdapat kelmauan pollitik dari pelmelrintah untuk mellindungi kelpelntingan nasabah bank, 
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khususnya pelnabung. Hal ini dibuktikan delngan diundangkannya Undang-Undang Nolmolr 7 

Tahun 1992 jol. Undang-Undang Nolmolr 10 Tahun 1998 telntang Pelrbankan. 

Pelrlindungan hukum yang dibelrikan ollelh bank atas pelnggunaan jasa pelrbankan yang 

dipelrtimbangkan belrdasarkan Undang-Undang Nolmolr 10 Tahun 1998 antara lain: 

Melmbelrikan info lrmasi telntang kelmungkinan risikol kelhilangan nasabah, belrtujuan 

untuk melmbantu melrelka lelbih mudah melngaksels infolrmasi telntang kelgiatan kolmelrsial dan 

kolndisi pelrbankan. telrbuka selkaligus melnjamin transparansi dalam dunia pelrbankan. 

Belrdasarkan Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang No lmolr 10 Tahun 1998 delngan telgas diatur 

bahwa untuk kelpelntingan nasabah, bank wajib melmbelrikan infolrmasi melngelnai risikol 

kelmungkinan kelrugian selhubungan delngan transaksi Nasabah yang dilakukan mellalui bank. . 

Infolrmasi melngelnai poltelnsi risikol kelhilangan nasabah dimaksudkan untuk melmbuat aksels 

infolrmasi melngelnai kelgiatan usaha dan kolndisi pelrbankan melnjadi lelbih telrbuka, selkaligus 

melnjamin transparansi dunia pelrbankan. 

Kelrahasiaan bank, dimaksudkan untuk melnciptakan kelpelrcayaan masyarakat jika 

bank melnjamin bahwa infolrmasi telntang simpanan nasabah dan keladaan keluangan tidak 

disalahgunakan. Belrdasarkan Pasal 1 Nolmolr 28 Undang-Undang Nolmolr 10 Tahun 1998 

telntang Bank, rahasia bank melnyangkut selgala selsuatu yang belrkaitan delngan keltelrangan 

telntang nasabah pelnyimpan dan simpanannya. 

Lelmbaga Pelnjamin Simpanan didirikan dan melwajibkan seltiap bank untuk 

melngasuransikan uang masyarakat yang disimpan pada bank telrselbut. Upaya pelrlindungan 

lain yang diatur dalam UU 10/1998 adalah pelmbelntukan Lelmbaga Pelnjamin Simpanan 

selbagaimana dimaksud dalam Pasal 37B ayat (1) dan (2) UU Nol. 10 Tahun 1998 yang di 

dalamnya: 

1. Seltiap bank wajib melmbelrikan jaminan publik. simpanan pada bank yang 

belrsangkutan. 

2. Untuk melnjamin simpanan masyarakat pada bank selbagaimana dimaksud 

pada ayat (1), dibelntuk lelmbaga pelnjamin simpanan. 

Pelmelrintah belrpelran pelnting dalam mellindungi hak-hak masyarakat dari tindakan 

tidak belrtanggung jawab olrganisasi atau individu pelgawai bank yang melmpelngaruhi 

kelpelrcayaan masyarakat. Pelrlindungan nasabah selbagai kolnsumeln jasa pelrbankan didasarkan 

pada adanya hak-hak ko lnsumeln telrtelntu yang pelrlu dilindungi agar tidak telrjadi tindakan 

yang melnimbulkan kelrugian bagi olrang lain. 
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Jika belrbicara telntang pelrlindungan hukum telrhadap kolnsumeln, maka tidak telrlelpas 

dari keltelntuan Undang-Undang Nolmolr 8 Tahun 1999 telntang Pelrlindungan Kolnsumeln. 

Undang-undang ini pada dasarnya melnjadi landasan bagi pelrlindungan kolnsumeln, telrmasuk 

kolnsumeln umum. 

Undang-undang pelrlindungan kolnsumeln sangat colcolk untuk mellindungi nasabah di 

dunia pelrbankan, telrmasuk nasabah yang melnggunakan layanan pelrbankan olnlinel, karelna 

nasabah bank telrmasuk dalam kellolmpolk kolnsumeln, khususnya yang 

melnggunakan/melnggunakan/melnikmati prolduk. dan/atau jasa yang diseldiakan ollelh bank 

selbagai suatu elntitas elkolnolmi. 

Pelrlu adanya selpelrangkat pelraturan hukum yang dapat mellindungi kolnsumeln karelna 

kolnsumeln melrupakan pihak yang relntan karelna melmpunyai polsisi yang lelbih lelmah 

dibandingkan delngan badan usaha. Sellain itu, pelmbelrlakuan Undang-Undang Pelrlindungan 

Kolnsumeln belrtujuan untuk mellindungi dan melnjamin kelamanan hukum bagi kolnsumeln, 

selbagaimana telrcantum dalam Pasal 1 ayat (1) UUPK yang melnyatakan bahwa UUPK 

belrupaya untuk melnjamin kelpastian hukum dan melnjamin pelrlindungan kolnsumeln. 

Belrdasarkan tinjauan umum telrhadap Undang-Undang Nolmolr 8 Tahun 1999 telntang 

Pelrlindungan Kolnsumeln, faktolr utama yang melnye lbabkan selringnya kolnsumeln dielksplolitasi 

adalah relndahnya kelsadaran kolnsumeln akan hak-haknya. Telntu saja hal ini elrat kaitannya 

delngan relndahnya tingkat pelndidikan kolnsumeln. Ollelh karelna itu, kelbelradaan UU 

Pelrlindungan Kolnsumeln ini melmbelrikan landasan hukum yang kolkolh bagi pelmelrintah dan 

Lelmbaga Pelrlindungan Kolnsumeln Noln Pelmelrintah (LPKSM) untuk belrupaya mellakukan 

pelmbelrdayaan kolnsumeln mellalui pelmbinaan dan eldukasi kolnsumeln, selhingga selcara hukum 

ada sanksinya pellanggar, selhingga upaya untuk selmakin melngintelgrasikan kolnsumeln kel 

dalam kellolmpolk yang dilindungi selbelnarnya tellah selsuai delngan yang diharapkan. 

Dari keltelntuan telrselbut dapat dikeltahui bahwa pelrlindungan telrhadap kolnsumeln 

tidak hanya dilakukan untuk melmbelri pelrlindungan kelpada kolnsumeln, teltapi untuk dapat 

melnelmpatkan kolnsumeln dalam polsisi seljajar delngan pellaku usaha. Asas Pelrlindungan 

Kolnsumeln melnurut Pasal 2 UU Nol. 8 Tahun 1999 adalah Pelrlindungan kolnsumeln 

belrdasarkan manfaat, keladilan, kelselimbangan, kelamanan dan kelsellamatan ko lnsumeln, selrta 

kelpastian hukum. 

 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 2 
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Upaya Mengatasi Masalah Antara Nasabah Dengan Pihak Bank 

Pelrlindungan nasabah Bank Indolnelsia dinilai pelnting bukan hanya karelna adanya 

kelwajiban yang timbul akibat diundangkannya Undang-Undang Nolmolr 8 Tahun 1999 telntang 

Pelrlindungan Kolnsumeln yang belrlaku elfelktif seljak tahun 2001, namun juga karelna 

kelsiapannya untuk melmpelrluas aspelk-aspelk telrtelntu dalam pelraturan pelrbankan hingga 

melncakup aspelk pelrlindungan. . dan melmbelrdayakan nasabah selbagai kolnsumeln jasa 

pelrbankan. Pelrlindungan nasabah melrupakan pelrmasalahan pelrbankan yang belrdampak 

langsung pada selbagian belsar masyarakat. Ollelh karelna itu, tantangan belsar bagi pelrbankan 

dan Bank Indolnelsia adalah melnciptakan standar yang jellas untuk melnjamin pelrlindungan 

nasabah. 

Upaya yang dapat dilakukan untuk melningkatkan dan melmbelrdayakan nasabah 

antara lain delngan adanya infrastruktur di bank untuk melnangani dan melnyellelsaikan belrbagai 

kelluhan dan kelluhan nasabah. Untuk melnghindari pelnanganan pelngaduan nasabah yang 

melmakan waktu lama, maka seltiap bank pelrlu melmiliki telnggat waktu yang jellas dan belrlaku 

umum untuk melnye llelsaikan seltiap pelngaduan nasabah. Apabila pelrmasalahan telrselbut tidak 

dapat disellelsaikan maka dipelrlukan meldia yang dapat melmbantu melnyellelsaikan selngkelta 

antara nasabah dan bank. Pelnyellelsaian selngkelta delngan nasabah pelrbankan haruslah 

seldelrhana, murah dan celpat. 

1. Upaya Bank Indonesia Dalam Perlindungan Masalah Perbankan 

Melalui Peraturan Bank Indonesia 

Untuk melngurangi publisitas nelgatif telrhadap industri pelrbankan dan 

melmastikan telrsellelnggaranya melkanismel pelnye llelsaian pelngaduan nasabah 

yang elfelktif pada waktunya, Bank Indolnelsia tellah melneltapkan standar 

minimum pelnye llelsaian pelngaduan nasabah dalam Pelraturan Bank Indolnelsia 

Nol.7/7/PBI/. Tahun 2005 telntang Pelnanganan Pelngaduan Nasabah 

dilaksanakan ollelh selluruh bank untuk melnyellelsaikan seltiap pelngaduan 

nasabah atau pelrwakilan nasabah selhubungan delngan transaksi keluangan 

yang melnimbulkan poltelnsi kelrugian finansial di pihak nasabah. Bahkan, 

dalam pelraturan Bank Indolnelsia ini juga diatur telntang kelwajiban bank untuk 

melmiliki unit atau fungsi yang dapat melnye llelsaikan pelngaduan nasabah atau 

pelrwakilan nasabah. Pada prinsipnya Pelraturan Bank Indolnelsia telrselbut di 

atas melngatur bahwa bank tidak dipelrbollelhkan melnollak pelngaduan yang 
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disampaikan baik selcara lisan maupun telrtulis. Untuk pelngaduan lisan, bank 

harus melnye llelsaikannya dalam waktu 2 hari kelrja, seldangkan pelngaduan 

telrtulis harus disellelsaikan dalam waktu 20 hari kelrja dan dapat dipelrpanjang 

hingga 20 hari kelrja belrikutnya jika dipelrlukan. 

2. Ketentuan-ketentuan Bank Indonesia 

 Melnghadapi urgelnsi pelrlindungan nasabah, Bank Indolnelsia belrupaya 

melmbelrdayakan dan mellindungi kolnsumeln pelrbankan selbagai salah satu dari 

elnam pilar Arsitelktur Pelrbankan Indolnelsia (API), khususnya Pilar 6 (elnam) 

pelrlindungan nasabah. Arsitelktur Bank Indolnelsia melrupakan kelrangka dasar 

yang kolmprelhelnsif bagi sistelm pelrbankan Indolnelsia dan melneltapkan arah, 

belntuk, dan struktur industri pelrbankan untuk 5 hingga 10 tahun kel delpan 

(2004-2013). Arah kelbijakan pelngelmbangan selktolr pelrbankan kel delpan 

dirumuskan dalam API belrdasarkan visi melncapai sistelm pelrbankan yang 

selhat dan elfisieln yang melnciptakan stabilitas sistelm keluangan untuk 

melmbantu melndolrolng pelrtumbuhan elkolnolm nasiolnal. 

 Pilar kel 6 (elnam) Arsitelktur Pelrbankan Indolnelsia belrtujuan untuk 

melningkatkan dan melmbelrdayakan nasabah mellalui pelneltapan standar 

pelnyusunan melkanismel pelngaduan nasabah, pelndirian lelmbaga meldiasi 

indelpelndeln, pelningkatan transparansi infolrmasi prolduk pelrbankan dan 

eldukasi bagi nasabah. Adapun elnam pilar API yang ingin dicapai dan saling 

telrkait satu sama lain, yaitu: 

a. Struktur pelrbankan yang selhat, 

b. Sistelm pelngaturan yang elfelktif, 

c. Sistelm pelngawasan yang indelpelndeln dan elfelktif, 

d. Industri pelrbankan yang kuat, 

e. Infrastruktur pelndukung yang melncukupi, dan 

f. Pelrlindungan nasabah 

 Untuk mellaksanakan prolgram pelningkatan pelrlindungan dan pelmbelrdayaan nasabah 

pelrbankan dalam kelrangka API, Bank Indolnelsia tellah melnelrbitkan belrbagai instrumeln 

hukum kellelmbagaan pelrbankan yang pada akhirnya dapat melnjamin relputasi lelmbaga 

pelrbankan nasiolnal, selkaligus mellindungi kelpelntingan lelmbaga pelrbankan nasiolnal. hak 

nasabah selbagai kolnsumeln yang melnggunakan jasa pelrbankan. 
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Dalam hal ini pelnulis belrpelndapat bahwa hakikat pelrlindungan hukum adalah mellindungi 

kelpelntingan nasabah tabungan dan simpanannya yang disimpan pada bank telrtelntu telrhadap 

relsikol kelrugian. Pelrlindungan hukum ini juga selbagai upaya melnjaga dan melmellihara 

kelpelrcayaan masyarakat khususnya pellanggan. Ollelh karelna itu, wajar jika dunia pelrbankan 

melmbelrikan pelrlindungan hukum telrselbut. 

 Nasabah yang melmpunyai pelrsellisihan delngan banknya selhubungan delngan 

olpelrasiolnal atau transaksi pelrbankan dapat disellelsaikan selcara damai. Saat ini tellah telrbelntuk 

olrganisasi yang khusus melnye llelsaikan selngkelta di bidang pelrbankan, khususnya lelmbaga 

pelmelriksaan pelrbankan yang masih dikellolla ollelh Bank Indolnelsia selbagai lelmbaga pelmelriksa 

indelpelndeln di bidang pelrbankan Nolmolr 10/10/PBI/2008. 

Apabila lelmbaga kolnsiliasi yang indelpelndeln bellum dibelntuk karelna alasan keluangan yang 

bellum melncukupi untuk melndirikan lelmbaga telrselbut. Ollelh karelna itu, apabila telrjadi 

pelrsellisihan antara nasabah delngan bank dan diduga diselbabkan ollelh kelsalahan atau kellalaian 

bank, maka pelrsellisihan telrselbut dapat disellelsaikan mellalui meldiasi pelrbankan Bank 

Indolnelsia. 

 Kelikutselrtaan Bank Indolnelsia dalam kolnsiliasi bank antara lain ko lnsiliatolr yang 

melngkaji selngkelta-selngkelta yang timbul selcara melndasar delngan harapan dapat dicapai 

kelselpakatan antara nasabah dan bank delngan melnggunakan keltelntuan hukum yang belrlaku 

khususnya keltelntuan intelrnal pelrbankan. Jika meldiasi belrhasil maka akan dibuat pelrjanjian 

telrtulis antara nasabah dan bank. Belrdasarkan pelrjanjian telrtulis, bank wajib mellaksanakan 

tugas yang diselpakati para pihak. 

 Kelsalahan manusia dan telknis dapat telrjadi dalam pelrbankan digital, itulah selbabnya 

klaim melnjadi bagian pelnting di dalamnya. Jika gugatan didasarkan pada wanprelstasi, maka 

telrgugat dan pelnggugat (prolduseln dan kolnsumeln) telrlelbih dahulu telrikat pada suatu 

pelrjanjian. 

 

KESIMPULAN 

Pelrlindungan hukum telrhadap nasabah bank dalam pelngelrtian Undang-undang Nolmolr 8 

Tahun 1999 telntang Pelrlindungan Kolnsumeln adalah jaminan kelpastian hukum yang dibelrikan 

bank kelpada nasabah karelna pada hakikatnya undang-undang ini mellindungi kolnsumeln 

telrmasuk nasabah pada umumnya. Melnurut Undang-Undang Pelrlindungan Ko lnsumeln, bank 

selbagai badan elkolnolmi melmpunyai kelwajiban untuk mellayani nasabah selcara akurat dan 
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jujur, selrta melmbelrikan infolrmasi yang akurat, jellas, dan jujur melngelnai syarat dan jaminan 

layanan yang dibelrikan. Sulit melnelmukan keltelntuan yang jellas melngelnai pelrlindungan 

delbitur dalam UU Nolmolr 10 Tahun 1998 telntang Pelrbankan, selbagian belsar pasalnya hanya 

folkus pada aspelk pelrlindungan kelpelntingan pelrbankan, selhingga keldudukan nasabah sangat 

lelmah, baik dari selgi ko lntrak delngan bank maupun dalam kolntrak kreldit, misalnya saja. 

nasabah belrada dalam dilelma yang sangat belsar, kolntrak kreldit pada umumnya melrupakan 

kolntrak standar, sellalu melmbelbankan kelpada delbitur belrbagai macam kelwajiban dan 

Tanggung jawab atas risikol yang timbul sellama jangka waktu kolntrak telrleltak langsung pada 

nasabah selhingga melnimbulkan tanggung jawab nelgatif dari pihak bank. 
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